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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023 

Tentang  

Konstitusionalitas Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden  
Selama Dua Masa Jabatan  

     
Pemohon : Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili Muchdi 

Purwopranjono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Berkarya dan Fauzan Rachmasyah sebagai Sekretaris 
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya 

Jenis Perkara : 
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan 
Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : 
Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945. 

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : 
Selasa, 18 Juli 2023. 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah badan hukum berbentuk partai politik yang merasa dirugikan oleh 
norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang penafsirannya mengakibatkan 
Pemohon tidak dapat mengajukan calon Presiden dari Wakil Presiden yang telah menjabat 
dalam dua masa jabatan dan Wakil Presiden dari Presiden yang pernah menjabat dalam dua 
masa jabatan. Pemohon beranggapan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, 
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian norma Undang-Undang in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 
7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 
membuktikan bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan legitimasi dari 
Kementeraian Hukum dan HAM serta di dalam  akta pendiriannya telah dinyatakan siapa saja 
yang dapat mewakili partainya  dalam persidangan di depan pengadilan yakni Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemohon [vide bukti 
P-5 sampai dengan Bukti P-9]. Adapun  dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, 
menurut Mahkamah, Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu tahun 2019, telah 
dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang  dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap 
dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal 
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang 
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dimohonkan pengujiannya tersebut. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil 
permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Sebelum pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa 
telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, adalah Pasal 7, 
Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang sebagian dasar 
pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-
permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Dengan demikian, tanpa harus memeriksa 
lebih jauh alasan-alasan yang berbeda dengan semua permohonan sebelumnya, adanya 
dasar pengujian yang berbeda tersebut telah terang dan cukup bagi Mahkamah untuk 
menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kembali. 

Terhadap pokok permohonan, berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan 
calon wakil presiden, in casu syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf n dan 
Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua 
norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, 
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 dan 
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan kutipan 
pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut, Mahkamah pada prinsipnya telah 
menegaskan berkenaan dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, tidak 
ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa konstitusi telah memberikan batasan 
yang tegas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7 UUD 1945, 
di mana Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan penerapan secara 
langsung dari prinsip pembatasan yang dianut oleh Pasal 7 UUD 1945 a quo. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan Pasal 169 huruf n 
dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang 
diakibatkan norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017, menurut 
Mahkamah apabila mengikuti penafsiran Pemohon mengenai norma a quo sebagaimana yang 
dimintakan oleh Pemohon, maka hal tersebut akan membuka kemungkinan adanya situasi di 
mana seseorang yang telah pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan 
dipilih sebagai Wakil Presiden. Hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional tatkala 
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 harus diterapkan. Dalam hal ini, norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 
pada intinya mengatur dan sekaligus memerintahkan jikalau terjadi peristiwa Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya, maka Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 
Dalam kondisi di mana Wakil Presiden tersebut merupakan seseorang yang pernah menjabat 
sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan, maka tidak terhindarkan munculnya situasi di 
mana jikalau terjadi peristiwa sebagaimana dimaksudkan oleh norma Pasal 8 ayat (1) UUD 
1945 maka menjadi kewajiban konstitusional bagi Wakil Presiden tersebut untuk diangkat 
sebagai Presiden. Jikalau kondisi tersebut terjadi, maka Wakil Presiden yang sebelumnya 
pernah menjadi Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan/periode akan menjadi Presiden 
untuk masa jabatan ketiga. Pada satu sisi, situasi ini justru akan menimbulkan pelanggaran 
prinsip pembatasan dalam konstitusi yang diatur oleh Pasal 7 UUD 1945, sementara di sisi 
lain apabila Wakil Presiden tersebut tidak diangkat sebagai Presiden, jelas-jelas melanggar 
kewajiban konstitusional sehingga bertentangan dengan norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. 
Sebagai pemaknaan dan sekaligus penafsiran terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang dirumuskan 
oleh norma undang-undang, norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil 
Presiden harus mampu mencegah permasalahan konstitusional tersebut. Alasan Pemohon 
untuk membedakan konsekuensi konstitusional antara Presiden yang dipilih dengan Presiden 
yang diangkat karena menggantikan Presiden yang berhalangan tetap justru berpotensi 
menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap ketidakpastian 
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konstitusionalitas pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden serta terhadap legitimasi 
Presiden tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 
huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf 
i UU 7/2017 menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif 
sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menurut 
Mahkamah hak-hak tersebut apabila dikaitkan dengan hak untuk mengajukan calon Presiden 
atau Wakil Presiden tetap harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan. Sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, 
maka tidak dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak konstitusional 
warga negara, khususnya dalam hal ini hak untuk memajukan diri secara kolektif maupun hak 
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma a quo yang mengatur 
mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diputus isu 
konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-
XX/2022 dan putusan ini adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, 
pembatasan yang diimplementasikan oleh Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 
bukanlah pembatasan yang inkonstitusional karena merupakan konsekuensi logis dari 
ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak melanggar hak-hak 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagaimana 
didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan 
norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak melanggar hak untuk 
memajukan diri secara kolektif, tidak bertentangan dengan hak untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian 
hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil 
permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.  

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu 
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) 
yang pada pokoknya: 

- Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023, yang diwakili oleh Ketua 
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, merupakan 
Pemohon yang sama dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022. Di samping itu, norma 
yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo juga sama persis dengan norma 
yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022, yaitu norma Pasal 169 
huruf n dan norma Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. 

- Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, 
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya. Namun, dalam putusan tersebut, saya memiliki pendapat 
yang berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum (legal standing) 
Pemohon. 

- Bahwa setelah mencermati secara saksama uraian kerugian konstitusional terkait 
kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, ternyata tidak terdapat fakta hukum 
baru yang secara signifikan memengaruhi pendirian saya dalam Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, sehingga pendirian saya dalam putusan 
tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk perkara a quo. Dengan demikian, saya 
tetap berpendirian bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan Mahkamah 
semestinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard). 

 

 


